KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD Perubahan) Kabupaten Lumajang
Tahun 2018 - 2023, maka setiap PD diwajibkan untuk menyusun dokumen
Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Tahun 2018 - 2023.
Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Lumajang telah
menyusun Renstra Perubahan Tahun 2018 - 2023. Renstra Perubahan ini
merupakan hasil dari penyempurnaan indikator tujuan dan targetnya,
indikator sasaran dan targetnya serta penyesuaian program strategis yang
mengacu pada RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023. Semua itu dilakukan
berdasarkan pertimbangan kemampuan Perangkat Daerah dengan melihat
keadaan, terutama yang menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan
tantangan. Renstra Perubahan ini diharapkan dapat digunakan sebagai
pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan
yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten
Lumajang Tahun 2018-2023, diharapkan Dinas mempunyai acuan umum
tentang arah pembangunan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan
dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap
program dan kegiatan dinas dapat dijabarkan lebih kongkrit dan akuntabel.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat
banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kritik, saran dan masukan
sangat diharapkan demi kesempurnaan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dan mitra
kerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang yang ikut membantu dalam
penyusunan dokumen ini.

Demikian, semoga Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan)

ini bermanfaat bagi kita semua.

Lumajang, 29 November 2021
KEPALA;RINAS SOSIAL

A\

Dra.’DEW! SUSIYANTI
NIP. 19640617 199603 2 002
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1.1

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa
Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka
menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan
pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud,
disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), dan Rencana  Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan
tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap OPD yang berfungsi
melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan
RKPD. Akibat adanya perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang
Tahun 2018-2023, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang wajib untuk
menyusun Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) 2018-
2023 sebagai tindak lanjut dari Perubahan RPJMD Tahun 2018-
2023 dan Rencana Kerja Tahunan PD yang merupakan tindak lanjut
dari dokumen RKPD. Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten
Lumajang 2018-2023, selain menyesuaikan kepada RPJMD
Perubahan juga menyesuaikan dengan Renstra Kementerian Sosial
RI  Tahun 2018-2023 dan didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang
bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu
Dinas/OPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah,
identifikasi potensi pemecahan masalah, serta menyusun program
dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan

untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok,
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komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang
dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau
metode untuk mencapainya. Namun demikia, dengan adanya
tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan
dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang
maka perlu sebuah perubahan, dalam perubahan tersebut perlu
ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang bersifat
outcome yang tentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu
dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan
dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya.
Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai
dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan
pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
program PD agar makin eksis serta unggul dalam persaingan pada
lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD
harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan
berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja
PD.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana
setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup
sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian
tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal
dan sumber-sumber daya.

Renstra Perubahan Dinas Sosial Tahun 2018 - 2023 Telah
diupayakan disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan
perencanaan dengan mengacu pada RPJM-D perubahan Kabupaten
Lumajang dimana penyusunannya juga telah diupayakan
menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis

selama lima tahun.

2. Fungsi Renstra Perubahan
Renstra Perubahan sebagai pedoman perencanaan tahun 2022 dan

2023 berfungsi :



a.

Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong
berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di
tahun 2022 dan 2023;

Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana
Kerja (Renja) PD dan sebagai dokumen operasional tahunan
PD.

3. Proses Penyusunan Renstra Perubahan

a.

b.

Tahap Persiapan

Pembentukan tim penyusunan Renstra Perubahan PD dan

menyusun agenda kerja. Tim penyusunan Renstra Perubahan

PD bertugas menyelenggarakan forum PD, merumuskan

rancangan Renstra Perubahan PD dan menyusun rancangan

penetapan Renstra Perubahan PD oleh Kepala PD dengan

Keputusan Kepala PD. Tim penyusun tersebut terdiri atas

perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing PD

dan diketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas

perencanaan di PD yang bersangkutan.

Tahap Perumusan / Penyusunan

e Pengolahan data dan informasi
Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.

Analisis gambaran pelayanan PD, terdiri

1) Analisis gambaran umum  pelayanan PD  untuk
mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan PD;

2) Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan PD untuk
mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada
aspek pendanaan pelayanan PD;

Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, mencakup:

1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra K/L;

2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi
program prioritas;

3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu

pelaksanaan Renstra Perubahan PD Kabupaten/Kota;



1.2

4) Program prioritas PD Provinsi dan target kinerja serta lokasi
program prioritas.
e. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup :
1) Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang;
2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
Perumusan Isu-Isu Strategis

Perumusan visi dan misi

5 @ o

Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD

[

Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD
j. Tahap Verifikasi
k. Tahapan Penetapan

4. Keterkaitan Renstra Perubahan Dinas Sosial, Kabupaten

Lumajang dengan Dokumen dokumen Perencanaan Lainnya

S. Keterkaitan Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten

Lumajang dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Lumajang
tahun 2018-2023 Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten
Lumajang berpedoman pada RPJMD Perubahan sebagai
dokumen perencanaan berwawasan S (lima) tahunan:
1) Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang
sebagai dokumen teknis penjabaran RPJMD Perubahan;
2) Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang
memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi
rencana program setiap bidang kewenangan dan atau
fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu
yang disusun oleh PD yang berkoordinasi dengan

BAPPEDA;

6. Keterkaitan Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten

Lumajang dengan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.
Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang
digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Sosial
Kabupaten Lumajang yang disusun sebagai dokumen Rencana
Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja

bidang teknis tahun anggaran 2022 dan 2023.

Landasan Hukum



10.

11.

Dasar Hukum penyusunan Renstra Perubahan Dinas
Sosial Tahun 2018-2023 Kabupaten Lumajang adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
pembangunan ekonomi di kawasan Bromo-Tengger-Semeru,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang
Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah Tata cara evaluasi rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah
dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata
cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah
Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
perubahan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah-
Kepmendagri Nomor 050-3708/2020;
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1.3

1.4

12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022;

14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Lumajang;

15. Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD
Th 2018-2023.

Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial,
Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah dimaksudkan
untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial
Kabupaten Lumajang dalam rangka penyelenggaraan program
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
yang mengacu kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala
Daerah  Terpilih untuk jangka waktu 2018-2023. Adapun
tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Sosial
Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah;
1) Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Sosial dalam
merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan prioritas Tahun 2022 - 2023.
2)Memberikan arah bagi Dinas Sosial dalam menentukan
indikator dan target kinerja Tahun 2022 — 2023.

Sistematika Penulisan

Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang
Tahun 2018 - 2023 disusun menurut Sistematika Penulisan

sebagai berikut :
BAB1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial;

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial;

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial;

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Dinas Sosial;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Dinas Sosial,;

3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perubahan Dinas
Sosial;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tuyjuan
4.2  Sasaran Strategis

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL

BAB VIII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LUMAJANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan

Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas

Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.

Bagian Kesatu

Dinas Sosial

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang adalah

sebagai berikut:

A.

Tugas

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang
Sosial.

Fungsi

Adapun fungsi Dinas Sosia Kabupaten Lumajang adalah :

a. menyusun rencana program Kkerja tahunan dan lima
tahunan dinas;

b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan
kebijakan teknis di bidang Pelayanan Rehabilitasi
Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan,
Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;

c. mengoordinasikan pelaksanaan program Pelayanan
Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial,
Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;

d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan
Jaminan Sosial, Penanganan, Pemberdayaan Sosial,
dan Kepahlawanan;

e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas
Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan
Jaminan Sosial, Penanganan Pemberdayaan Sosial dan
Kepahlawanan;
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f.  mengelola kawasan tertentu dengan ditetapkan
Keputusan Bupati;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun
laporan pelaksanaan tugas dinas;

h. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

[y

Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten
Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 tahun
2016 tentang Pembentukan, Susunan  Organisasi,
Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah, dengan
susunan sebagai berikut :
a. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang
terdiri dari Sub bagian Umum dan Kepegawaian, serta
Sub Bagian Keuangan.
c. Unsur Pelaksana yaitu :
1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
2) Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial;

3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS SOSIAL

UPT

10

DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL
SUB. BAGIAN SUB. BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG
PELAYANAN DAN PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN &
PEMBERDAYAAN SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL JAMINAN SOSIAL
S PENAN%EAKF‘ISAN DAN SEKSI
PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR PE,:;E:}E&?,&? :,f QN
REHABILITASI SO§IAL ANAK MISKIN JAMINAN SOSIAL
SEKSI SEKSI SEKSI
PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN SOSIAL
REHABILITASI TUNA SOSIAL KELEMBAGAAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM
SEKSI SEKSI SEKSI
PELAYANAN DAN KEPAHLAWANAN,
REHABILITASI SOSIAL DAN KEPERINTISAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS KESETIAKAWANAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL
DAN ORANG TERLANTAR




(1)

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan,mengkoordinasik
an dan mengendalikan kegiatan penyusunan
program, administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan serta memberikan pelayanan teknis
administratif dan fungsional kepada semua
unsur di lingkungan dinas berdasarkan
pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh
kepala dinas Sosial.

Untuk  melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai
fungsi :

a. perumusan dan penyusunan program dan
kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan
sebagai pedoman kerja;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan
program, anggaran dan  perundang-
undangan;

c. pengelolaan dan pelayanan administrasi
umum, kerjasama, dan hubungan
masyarakat;

d. pengelolaan urusan rumah tangga;

e. pengelolaan administrasi  kepegawaian,
pembinaan dan peningkatan karier pegawai;

f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan
keuangan serta pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran;

g. penyusunan rencana dan pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern;

h. penyusunan rencana kebutuhan
perlengkapan dan peralatan serta
pelaksanaan keamanan dan kebersihan
dinas;

i. pemeliharaan dan pengadaan sarana dan
prasarana,;

j. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;

k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan
tugas-tugas bidang;
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(1)

Sub

pelaksanaan  monitoring dan evaluasi
organisasi dan tatalaksana;

pemberian saran dan pertimbangan kepada
Kepala Dinas;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas Sosial.

perumusan dan penyusunan program dan
kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan
sebagai pedoman kerja;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas Sosial

Pasal 6

Bagian Umum dan Kepegawaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b angka 1, mempunyai tugas :

a.

menyusun rencana program kerja dan
anggaran Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;
melakukan penyiapan bahan
koordinasi dalam penyusunan

rencana program dan kegiatan dinas;

melakukan penyusunan laporan
perencanaan dan kinerja (Rencana
Strategi/Renstra, Rencana
Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP,

pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat/IKM dan lain-lain);
melaksanakan pengolahan data

program, kegiatan dan anggaran;
melakukan urusan rumah tangga,
keamanan dan kebersihan;
melakukan pemeliharaan dan
pengadaan sarana dan prasarana;
melakukan administrasi kepegawaian;

melakukan  penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Unit dan Rencana
Pemeliharaan Barang Unit;

melakukan pengelolaan pengadaan
dan penatausahaan barang inventaris;
melakukan surat menyurat dan

pengarsipan,;

melakukan urusan kerjasama,
hubungan masyarakat dan
keprotokolan;

melakukan penyiapan bahan evaluasi
kelembagaan dan ketatalaksanaan;
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(3)

melakukan telaahan dan penyiapan
bahan penyusunan peraturan
perundang-undangan,;

memberikan saran dan pertimbangan
kepada Sekretaris;

melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2,

mempunyai tugas :

a.

menyusun rencana program kerja dan
anggaran keuangan;

melakukan penyiapan bahan
koordinasi dalam penyusunan
anggaran;

penyiapan bahan penyusunan satuan
biaya, daftar isian pelaksanaan
anggaran, petunjuk operasional
kegiatan, dan revisi anggaran;
melakukan urusan akuntansi, dan
verifikasi keuangan;

melakukan urusan perbendaharaan,
pengujian dan penerbitan surat
perintah membayar;

melakukan urusan gaji pegawai;

melakukan administrasi keuangan,;

melakukan penyiapan
pertanggungjawaban dan pengelolaan
dokumen keuangan;

melakukan penyusunan laporan

keuangan (Laporan Realisasi
Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain);
melakukan penyiapan bahan

pemantauan tindak lanjut laporan
hasil pengawasan dan penyelesaian
tuntutan perbendaharaan dan ganti
rugi;

memberikan saran dan pertimbangan
kepada Sekretaris;

melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Sekretaris.
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(1)

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Pasal 7

Bidang Pelayanan daan Rehabilitasi Sosial
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
Sosial dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan kegiatan di bidang
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan
pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh
Kepala Dinas Sosial

Untuk  melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
serta Kerangka Acuan Kerja pelayanan dan
rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, tuna
sosial dan penyandang disabilitas;

b. penyusunan program dan kegiatan
pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan
lanjut wusia, tuna sosial dan penyandang
disabilitas;

c. penyusunan pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan
lanjut wusia, tuna sosial dan penyandang
disabilitas;

d. pelaksanaan kebijakan teknis
penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia, tuna sosial dan
penyandang disabilitas;

e. pelaksanaan pendataan, verifikasi dan
validasi data pelayanan dan rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia, tuna sosial dan
penyandang disabilitas;

f. pemberian bimbingan teknis
penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia, tuna sosial dan
penyandang disabilitas;

g. pelaksanaan koordinasi teknis
penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia, tuna sosial dan
penyandang disabilitas;

h. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan
pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan
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(1)

lanjut usia, tuna sosial dan penyandang
disabilitas;

penyusunan dan pelaksanaan standar
pelayanan minimal, standar pelayanan
publik, standar operasional prosedur
pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia, tuna sosial dan penyandang
disabilitas;

pelaksanaan pengembangan
penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia, tuna sosial dan
penyandang disabilitas;

pelaksanaan monitoring, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pelayanan dan
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, tuna
sosial dan penyandang disabilitas;
pemberian pertimbangan dan saran kepada
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya ;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Sosial.

Pasal 8

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak
dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ angka 1, mempunyai
tugas :

a.

menyusun rencana kerja dan anggaran serta
kerangka acuan kerja pelayanan dan
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

menyusun program dan kegiatan pelayanan
dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

menyusun pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia;

melaksanakan kebijakan teknis
penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia;

melaksanakan pendataan, verifikasi dan
validasi data anak dan lanjut usia;
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memberikan bimbingan teknis
penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi
sosial bagi anak dan lanjut usia;

menyusun dan  pelaksanaan  standar
pelayanan minimal, standar pelayanan
publik (SPP), Standar Operasional dan
Prosedur pelayanan dan rehabilitasi sosial
anak dan lanjut usia;

melaksanakan pengembangan pelayanan
dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

melaksanakan monitoring, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pelayanan dan
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

memberikan  pertimbangan dan saran
kepada Kepala Bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugasnya,;

melaksanakan  tugas-tugas lain yang
diberikan Kepala Bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial.

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf c angka 2, mempunyai tugas :

a.

menyusun rencana kerja dan anggaran serta
kerangka acuan kerja pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna
sosial;

menyusun program dan kegiatan pelayanan
dan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna
sosial;

melaksanakan kebijakan teknis
penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi
sosial bagi penyandang tuna sosial;

menyusun pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi
penyandang tuna sosial;

melaksanakan pendataan, verifikasi dan
validasi data penyandang tuna sosial;

memberikan bimbingan teknis
penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi
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(3)

sosial bagi penyandang tuna sosial;

menyusun dan  pelaksanaan  standar
pelayanan minimal, standar pelayanan
public, standar operasional dan prosedur
pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi
penyandang tuna sosial,

melaksanakan pengembangan pelayanan
dan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna
sosial;

melaksanakan monitoring, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna
sosial;

memberikan pertimbangan dan saran
kepada Kepala Bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugasnya,;

melaksanakan  tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial.

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf c angka 3, mempunyai tugas :

a

menyusun rencana kerja dan anggaran serta
kerangka acuan kerja pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi penyandang
disabilitas;

menyusun program dan kegiatan pelayanan
dan rehabilitasi sosial bagi penyandang
disabilitas;

melaksanakan kebijakan teknis
penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi
sosial bagi penyandang disabilitas;

menyusun pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi
penyandang disabilitas;

melaksanakan pendataan, verifikasi dan
validasi data penyandang disabilitas;
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(1)

(2)

f  memberikan bimbingan teknis
penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi
sosial bagi penyandang disabilitas;

g menyusun dan  pelaksanaan  standar
pelayanan minimal, standar pelayanan
publik, standar operasional dan prosedur
pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi
disabilitas;

h melaksanakan pengembangan pelayanan
dan rehabilitasi sosial bagi penyandang
disabilitas;

i  melaksanakan monitoring, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi penyandang
disabilitas;

j memberikan  pertimbangan dan saran

kepada Kepala Bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugasnya,;

k melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial.

Bagian Keempat

Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial

Pasal 9

Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
mempunyai tugas merumusknan dan
melaksanakan kebijakan teknis bidang
penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi,
pemberdayaan dan fasilitasi pejuang dan
perintis kemerdekaan, pemeliharaan taman
makam pahlawan serta pembinaan dan
pemberdayaan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial.

Untuk  melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan dan
Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :
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penyusunan rencana kerja dan anggaran
serta kerangka acuan kerja kegiatan
penanganan dan  pemberdayaan @ fakir
miskin, keluarga rentan, wanita rawan
sosial ekonomi, pembinaan serta
pemberdayaan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang,
perintis kemerdekaan dan pemeliharaan
taman makam pahlawan;

penyusunan program dan kegiatan
penanganan dan  pemberdayaan @ fakir
miskin, keluarga rentan, wanita rawan
sosial ekonomi, pembinaan serta
pemberdayaan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang,
perintis kemerdekaan dan pemeliharaan
taman makam pahlawan;

pelaksanaan kebijakan teknis
penyelenggaraan kegiatan penanganan dan
pemberdayaan fakir miskin, keluarga
rentan, wanita rawan sosial ekonomi,
pembinaan serta pemberdayaan potensi dan
sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi
pejuang, perintis kemerdekaan dan
pemeliharaan taman makam pahlawan;
penyusunan pedoman  penyelenggaraan
kegiatan penanganan dan pemberdayaan
fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan
sosial ekonomi, pembinaan serta
pemberdayaan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang,
perintis kemerdekaan dan pemeliharaan
taman makam pahlawan;

pelaksanaan pendataan, verifikasi dan
validasi data penyelenggaraan kegiatan
penanganan dan  pemberdayaan @ fakir
miskin, keluarga rentan, wanita rawan
sosial ekonomi, pembinaan serta
pemberdayaan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang,
perintis kemerdekaan dan pemeliharaan
taman makam pahlawan;

pemberian bimbingan teknis
penyelenggaraan kegiatan penanganan dan
pemberdayaan fakir miskin, keluarga
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rentan, wanita rawan sosial ekonomi,
pembinaan serta pemberdayaan potensi dan
sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi

pejuang, perintis kemerdekaan dan
pemeliharaan taman makam pahlawan;
pelaksanaan koordinasi teknis

penyelenggaraan kegiatan penanganan dan
pemberdayaan fakir miskin, keluarga
rentan, wanita rawan sosial ekonomi,
pembinaan serta pemberdayaan potensi dan
sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi
pejuang, perintis kemerdekaan dan
pemeliharaan taman makam pahlawan;
pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan
kegiatan penanganan dan pemberdayaan
fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan
sosial ekonomi, pembinaan serta
pemberdayaan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang,
perintis kemerdekaan dan pemeliharaan
taman makam pahlawan;

penyusunan dan pelaksanaan standar
pelayanan minimal, standar pelayanan
publik, standar operasional dan prosedur
kegiatan penanganan dan pemberdayaan
fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan
sosial ekonomi, pembinaan serta
pemberdayaan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang,
perintis kemerdekaan dan pemeliharaan
taman makam pahlawan;

pelaksanaan pengembangan
penyelenggaraan kegiatan penanganan dan
pemberdayaan fakir miskin, keluarga
rentan, wanita rawan sosial ekonomi,
pembinaan serta pemberdayaan potensi dan
sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi
pejuang, perintis kemerdekaan dan
pemeliharaan taman makam pahlawan;
pelaksanaan monitoring, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan kegiatan
penanganan dan  pemberdayaan  fakir
miskin, keluarga rentan, wanita rawan
sosial ekonomi, pembinaan serta
pemberdayaan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang,
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perintis kemerdekaan dan pemeliharaan
taman makam pahlawan;

pemberian pertimbangan dan saran kepada
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Sosial.

Pasal 10

Seksi Penanganan dan Pemberdayaan Fakir
Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:

a.

menyusun rencana kerja dan anggaran serta
kerangka acuan kerja kegiatan penanganan
dan pemberdayaan sosial bagi keluarga fakir
miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan
keluarga rentan;

menyusun program dan kegiatan
penanganan dan pemberdayaan sosial bagi
keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial
ekonomi, dan keluarga rentan;

melaksanakan kebijakan teknis
penyelenggaraan kegiatan penanganan dan
pemberdayaan sosial bagi keluarga fakir
miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan
keluarga rentan;

menyusun pedoman penyelenggaraan
kegiatan penanganan dan pemberdayaan
sosial bagi keluarga fakir miskin, wanita
rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan;

melaksanakan pendataan, verifikasi dan
validasi data keluarga fakir miskin, wanita
rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan;

memberikan bimbingan teknis
penyelenggaraan kegiatan penanganan dan
pemberdayaan sosial bagi keluarga fakir
miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan
keluarga rentan;

menyusun dan  pelaksanaan  standar
pelayanan minimal, standar pelayanan
publik, standar operasional dan prosedur
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kegiatan penanganan dan pemberdayaan
sosial bagi keluarga fakir miskin, wanita
rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan;

melaksanakan pengembangan
penyelenggaraan kegiatan penanganan dan
pemberdayaan sosial bagi keluarga fakir
miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan
keluarga rentan;

melaksanakan monitoring, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan kegiatan
penanganan dan pemberdayaan sosial bagi
keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial
ekonomi, dan keluarga rentan;

memberikan pertimbangan dan saran
kepada Kepala Bidang Penanganan dan
Pemberdayaan  Sosial sesuai dengan
tugasnya;

melaksanakan  tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan
dan Pemberdayaan Sosial.

(2) Seksi Pemberdayaan = Kelembagaan  Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf d angka 2, mempunyai tugas :

a.

menyusun rencana kerja dan anggaran serta
kerangka acuan kerja kegiatan pembinaan
dan pemberdayaan sosial bagi potensi dan
sumber kesejahteraan sosial, pelaku-
pelaku/panitia pengumpulan uang dan
barang serta undian gratis berhadiah;

menyusun program dan kegiatan pembinaan
dan pemberdayaan sosial bagi potensi dan
sumber kesejahteraan sosial, pelaku-
pelaku/panitia pengumpulan uang dan
barang serta undian gratis berhadiah;

melaksanakan kebijakan teknis
penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan
pemberdayaan sosial bagi potensi dan
sumber kesejahteraan  sosial, pelaku-
pelaku/panitia pengumpulan wuang dan
barang serta undian gratis berhadiah;

menyusun pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembinaan dan pemberdayaan
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sosial bagi potensi dan sumber
kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia
pengumpulan uang dan barang serta undian
gratis berhadiah;

melaksanakan pendataan, verifikasi dan
validasi data  potensi dan = sumber
kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia
pengumpulan uang dan barang serta undian
gratis berhadiah;

memberikan bimbingan teknis
penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan
pemberdayaan sosial bagi potensi dan
sumber kesejahteraan sosial, pelaku-
pelaku/panitia pengumpulan uang dan
barang serta undian gratis berhadiah;

menyusun dan  pelaksanaan  standar
pelayanan minimal, standar pelayanan
publik, standar operasional dan prosedur
kegiatan pembinaan dan pemberdayaan
sosial bagi potensi dan sumber
kesejahteraan sosial, pelaku-pelaku/panitia
pengumpulan uang dan barang serta undian
gratis berhadiah;

melaksanakan pengembangan
penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan
pemberdayaan sosial bagi potensi dan
sumber kesejahteraan sosial, pelaku-
pelaku/panitia pengumpulan wuang dan
barang serta undian gratis berhadiah;

melaksanakan monitoring, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan
dan pemberdayaan sosial bagi potensi dan
sumber kesejahteraan sosial, pelaku-
pelaku/panitia pengumpulan uang dan
barang serta undian gratis berhadiah;

memberikan  pertimbangan dan saran
kepada Kepala Bidang Penanganan dan
Pemberdayaan  Sosial sesuai dengan
tugasnya ;

melaksanakan  tugas-tugas lain yang
diberikan Oleh Kepala Bidang Penanganan
dan Pemberdayaan Sosial.
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3)

Seksi

Kepahlawanan, Keperintisan dan

Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3,
mempunyai tugas :

a.

menyusun rencana kerja dan anggaran
serta kerangka acuan kerja kegiatan
pemberdayaan sosial dan fasilitasi bagi
pejuang, perintis kemerdekaan dan janda
perintis kemerdekaan serta perawatan
taman makam pahlawan kusuma bangsa;

menyusun program dan kegiatan
pemberdayaan sosial dan fasilitasi bagi
pejuang, perintis kemerdekaan dan janda
perintis kemerdekaan serta perawatan
taman makam pahlawan kusuma bangsa;

melaksanakan kebijakan teknis
penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
sosial dan fasilitasi bagi pejuang, perintis
kemerdekaan dan janda perintis
kemerdekaan serta perawatan taman
makam pahlawan kusuma bangsa;

menyusun pedoman  penyelenggaraan
kegiatan  pemberdayaan = sosial dan
fasilitasi bagi pejuang, perintis
kemerdekaan dan janda perintis
kemerdekaan serta perawatan taman
makam pahlawan kusuma bangsa;

melaksanakan pendataan, verifikasi dan
validasi data pejuang, perintis
kemerdekaan dan janda perintis
kemerdekaan serta perawatan taman
makam pahlawan kusuma bangsa;

memberikan bimbingan teknis
penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
sosial dan fasilitasi bagi pejuang, perintis
kemerdekaan dan janda perintis
kemerdekaan serta perawatan taman
makam pahlawan kusuma bangsa;

menyusun dan pelaksanaan standar
pelayanan minimal, standar pelayanan
publik, standar operasional dan prosedur
kegiatan = pemberdayaan = sosial dan
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(1)

fasilitasi bagi pejuang, perintis
kemerdekaan dan janda perintis
kemerdekaan serta perawatan taman
makam pahlawan kusuma bangsa;

h. melaksanakan pengembangan
penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
sosial dan fasilitasi bagi pejuang, perintis
kemerdekaan dan janda perintis
kemerdekaan serta perawatan taman
makam pahlawan kusuma bangsa;

1. melaksanakan monitoring, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan sosial dan fasilitasi bagi
pejuang, perintis kemerdekaan dan janda
perintis kemerdekaan serta perawatan
taman makam pahlawan kusuma bangsa;

j- memberikan pertimbangan dan saran

kepada Kepala Bidang Penanganan dan
Pemberdayaan Sosial sesuai dengan
tugasnya;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan
dan Pemberdayaan Sosial.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pasal 11

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf e, mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis
penyelenggaraan perlindungan dan jaminan
sosial bagi penerima program = jaminan
kesehatan, program keluarga harapan, korban
bencana alam, korban bencana sosial, korban
tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut
usia, keluarga, pekerja migran, orang terlantar,
kelompok rentan, PPKS (Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial) lainnya serta pembinaan
dan fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial);
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(2) Untuk  melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

a.

penyusunan rencana Kkerja dan anggaran
serta kerangka acuan kerja penyelenggaraan
perlindungan dan jaminan sosial bagi
penerima program jaminan kesehatan,
program keluarga harapan, korban bencana
alam, korban bencana sosial, korban tindak
kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut
usia, pekerja migran, orang terlantar,
kelompok rentan, PPKS (Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial) lainnya serta
pembinaan dan fasilitasi PSKS (Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial);

penyusunan program dan kegiatan
penyelenggaraan perlindungan dan jaminan
sosial bagi penerima program jaminan
kesehatan, program keluarga harapan,
korban bencana alam, korban bencana
sosial, korban tindak kekerasan terhadap
anak, wanita, lanjut usia, pekerja migran,
orang terlantar, kelompok rentan, PPKS
(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
lainnya serta pembinaan dan fasilitasi PSKS
(Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);

pelaksanaan kebijakan teknis
penyelenggaraan perlindungan dan jaminan
sosial bagi penerima program jaminan
kesehatan, program keluarga harapan,
korban bencana alam, korban bencana
sosial, korban tindak kekerasan terhadap
anak, wanita, lanjut usia, pekerja migran,
orang terlantar, kelompok rentan, PPKS
(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
lainnya serta pembinaan dan fasilitasi PSKS
(Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);

penyusunan pedoman  penyelenggaraan
perlindungan dan jaminan sosial bagi
penerima program jaminan kesehatan,
program keluarga harapan, korban bencana
alam, korban bencana sosial, korban tindak
kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut
usia, pekerja migran, orang terlantar,
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kelompok rentan, PPKS (Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial) lainnya serta
pembinaan dan fasilitasi PSKS (Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial);

pelaksanaan pendataan, verifikasi dan
validasi data penyelenggaraan perlindungan
dan jaminan sosial bagi penerima program
jaminan kesehatan, program keluarga
harapan, korban bencana alam, korban
bencana sosial, korban tindak kekerasan
terhadap anak, wanita, lanjut usia, pekerja
migran, orang terlantar, kelompok rentan,
PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial) lainnya serta pembinaan dan
fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial);

pemberian bimbingan teknis
penyelenggaraan perlindungan dan jaminan
sosial bagi penerima program jaminan
kesehatan, program keluarga harapan,
korban bencana alam, korban bencana
sosial, korban tindak kekerasan terhadap
anak, wanita, lanjut usia, pekerja migran,
orang terlantar, kelompok rentan, PPKS
(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
lainnya serta pembinaan dan fasilitasi PSKS
(Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);

pelaksanaan koordinasi teknis
penyelenggaraan perlindungan dan jaminan
sosial bagi penerima program jaminan
kesehatan, program keluarga harapan,
korban bencana alam, korban bencana
sosial, korban tindak kekerasan terhadap
anak, wanita, lanjut usia, pekerja migran,
orang terlantar, kelompok rentan, PPKS
(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
lainnya serta pembinaan dan fasilitasi PSKS
(Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);

pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan
perlindungan dan jaminan sosial bagi
penerima program jaminan kesehatan,
program keluarga harapan, korban bencana
alam, korban bencana sosial, korban tindak
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kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut
usia, pekerja migran, orang terlantar,
kelompok rentan, PPKS (Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial) lainnya serta
pembinaan dan fasilitasi PSKS (Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial);

penyusunan dan pelaksanaan standar
pelayanan minimal, standar pelayanan
publik, standar operasional dan prosedur
penyelenggaraan perlindungan dan jaminan
sosial bagi penerima program jaminan
kesehatan, program keluarga harapan,
korban bencana alam, korban bencana
sosial, korban tindak kekerasan terhadap
anak, wanita, lanjut usia, pekerja migran,
orang terlantar, kelompok rentan, PPKS
(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
lainnya serta pembinaan dan fasilitasi PSKS
(Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);

pelaksanaan pengembangan
penyelenggaraan perlindungan dan jaminan
sosial bagi penerima program jaminan
kesehatan, program keluarga harapan,
korban bencana alam, korban bencana
sosial, korban tindak kekerasan terhadap
anak, wanita, lanjut usia, pekerja migran,
orang terlantar, kelompok rentan, PPKS
(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
lainnya serta pembinaan dan fasilitasi PSKS
(Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial);

pelaksanaan monitoring, evaluasi serta
pelaporan penyelenggaraan perlindungan
dan jaminan sosial bagi penerima program
jaminan kesehatan, program keluarga
harapan, korban bencana alam, korban
bencana sosial, korban tindak kekerasan
terhadap anak, wanita, lanjut usia, pekerja
migran, orang terlantar, kelompok rentan,
PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial) lainnya serta pembinaan dan
fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial);

pemberian pertimbangan dan saran kepada
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
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(1)

fungsinya;

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas Sosial.

Pasal 12

Seksi  Penyelenggaraan, Perlindungan dan
Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai
tugas:

a.

menyusun rencana kerja dan anggaran serta
kerangka acuan kerja penyelenggaraan
perlindungan dan jaminan sosial bagi
penerima program jaminan kesehatan dan
program keluarga harapan, kelompok rentan
serta PPKS (Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial);

menyusun program dan kegiatan
penyelenggaraan perlindungan dan jaminan
sosial bagi penerima program jaminan
kesehatan dan program keluarga harapan,
kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial);

melaksanakan kebijakan teknis
penyelenggaraan perlindungan dan jaminan
sosial bagi penerima program jaminan
kesehatan dan program keluarga harapan
kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial);

menyusun pedoman penyelenggaraan
perlindungan dan jaminan sosial bagi
penerima program jaminan kesehatan dan
program keluarga harapan, kelompok rentan
serta PPKS (Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial);

melaksanakan pendataan, verifikasi, validasi
dan penetapan data penerima program
jaminan kesehatan dan program keluarga
harapan, kelompok rentan serta PPKS
(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);

memberikan bimbingan teknis
penyelenggaraan perlindungan dan jaminan
sosial bagi penerima program jaminan
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(2)

kesehatan dan program keluarga harapan,
kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial);

menyusun dan  pelaksanaan  standar
pelayanan minimal, standar pelayanan
publik, standar operasional dan prosedur
kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan
jaminan sosial bagi penerima program
jaminan kesehatan dan program keluarga
harapan, kelompok rentan serta PPKS
(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);

melaksanakan pengembangan
penyelenggaraan perlindungan dan jaminan
sosial bagi penerima program jaminan
kesehatan dan program keluarga harapan,
kelompok rentan serta PPKS (Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial);

melaksanakan monitoring, evaluasi serta
pelaporan penyelenggaraan perlindungan
dan jaminan sosial bagi penerima program
jaminan kesehatan dan program keluarga
harapan, kelompok rentan serta PPKS
(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);

memberikan pertimbangan dan saran
kepada Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan
fungsinya ;

melaksanakan  tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf e angka 2, mempunyai tugas :

a.

menyusun rencana kerja dan anggaran serta
kerangka acuan kerja penyelenggaraan
bantuan dan perlindungan sosial bagi
korban bencana alam, pembinaan dan
fasilitasi kampung siaga bencana dan
taruna siaga bencana serta penyediaan dan
perawatan  fasilitas sarana  prasarana
kebencanaan dan logistik kebencanaan;
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menyusun program dan kegiatan
penyelenggaraan bantuan dan perlindungan
sosial bagi korban  bencana  alam,
pembinaan dan fasilitasi kampung siaga
bencana dan taruna siaga bencana serta
penyediaan dan perawatan fasilitas sarana
prasarana  kebencanaan dan  logistik
kebencanaan;

melaksanakan kebijakan teknis
penyelenggaraan bantuan dan perlindungan
sosial bagi korban  bencana  alam,
pembinaan dan fasilitasi kampung siaga
bencana dan taruna siaga bencana serta
penyediaan dan perawatan fasilitas sarana
prasarana  kebencanaan dan  logistik
kebencanaan;

menyusun pedoman penyelenggaraan
bantuan dan perlindungan sosial bagi
korban bencana alam, pembinaan dan
fasilitasi kampung siaga bencana dan
taruna siaga bencana serta penyediaan dan
perawatan  fasilitas sarana prasarana
kebencanaan dan logistik kebencanaan;

melaksanakan pendataan, verifikasi, validasi
data daerah rawan  bencana alam,
masyarakat di daerah rawan bencana alam,
kampung siaga bencana, taruna siaga
bencana, sarana prasarana dan logistik
kebencanaan;

memberikan bimbingan teknis
penyelenggaraan bantuan dan perlindungan
sosial bagi korban  bencana  alam,
pembinaan dan fasilitasi kampung siaga
bencana dan taruna siaga bencana serta
penyediaan dan perawatan fasilitas sarana
prasarana  kebencanaan dan  logistik
kebencanaan;

menyusun dan  pelaksanaan  standar
pelayanan minimal, standar pelayanan
publik, standar operasional dan prosedur
penyelenggaraan bantuan dan perlindungan
sosial bagi korban  bencana  alam,
pembinaan dan fasilitasi kampung siaga
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(3)

bencana dan taruna siaga bencana serta
penyediaan dan perawatan fasilitas sarana
prasarana  kebencanaan dan  logistik
kebencanaan;

melaksanakan pengembangan
penyelenggaraan bantuan dan perlindungan
sosial bagi korban  bencana  alam,
pembinaan dan fasilitasi kampung siaga
bencana dan taruna siaga bencana serta
penyediaan dan perawatan fasilitas sarana
prasarana  kebencanaan dan  logistik
kebencanaan;

melaksanakan monitoring, evaluasi serta
pelaporan penyelenggaraan bantuan dan
perlindungan sosial bagi korban bencana
alam, pembinaan dan fasilitasi kampung
siaga bencana dan taruna siaga bencana
serta penyediaan dan perawatan fasilitas
sarana prasarana kebencanaan dan logistik
kebencanaan;

memberikan  pertimbangan dan saran
kepada Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

melaksanakan  tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
Sosial dan Orang Terlantar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka
3, mempunyai tugas ;

a.

menyusun rencana kerja dan anggaran serta
kerangka acuan kerja penyelenggaraan
perlindungan  sosial bagi korban bencana
sosial, pembinaan dan fasilitasi tenaga
pelopor perdamaian, keserasian sosial,
kearifan lokal serta pemulangan orang
terlantar;

menyusun program dan kegiatan
penyelenggaraan perlindungan sosial bagi
korban bencana sosial, pembinaan dan
fasilitasi tenaga  pelopor perdamaian,
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keserasian sosial, kearifan Ilokal serta
pemulangan orang terlantar;

melaksanakan kebijakan teknis
penyelenggaraan perlindungan sosial bagi
korban bencana sosial, pembinaan dan
fasilitasi tenaga  pelopor perdamaian,
keserasian sosial, kearifan lokal serta
pemulangan orang terlantar;

menyusun pedoman penyelenggaraan
perlindungan  sosial bagi korban bencana
sosial, pembinaan dan fasilitasi tenaga
pelopor perdamaian, keserasian sosial,
kearifan lokal serta pemulangan orang
terlantar;

melaksanakan pendataan, verifikasi, validasi
dan penetapan data korban bencana sosial,
tenaga pelopor perdamaian, keserasian
sosial, kearifan lokal serta pemulangan
orang terlantar;

memberikan bimbingan teknis
penyelenggaraan pencegahan, penanganan
dan perlindungan sosial bagi korban

bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi
tenaga pelopor perdamaian, keserasian
sosial, kearifan lokal serta pemulangan
orang terlantar;

melaksanakan koordinasi teknis
penyelenggaraan pencegahan, penanganan
dan perlindungan sosial bagi korban

bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi
tenaga pelopor perdamaian, keserasian
sosial, kearifan lokal serta pemulangan
orang terlantar;

menyusun dan  pelaksanaan = standar
pelayanan minimal, standar pelayanan
publik, standar operasional dan prosedur
penyelenggaraan pencegahan, penanganan
dan perlindungan sosial bagi korban
bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi
tenaga pelopor perdamaian, keserasian
sosial, kearifan lokal serta pemulangan
orang terlantar;
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melaksanakan pengembangan
penyelenggaraan pencegahan, penanganan
dan perlindungan sosial bagi korban
bencana sosial, pembinaan dan fasilitasi
tenaga pelopor perdamaian, keserasian
sosial, kearifan lokal serta pemulangan
orang terlantar;

melaksanakan monitoring, evaluasi serta
pelaporan penyelenggaraan pencegahan,
penanganan dan perlindungan sosial bagi
korban bencana sosial, pembinaan dan
fasilitasi tenaga  pelopor perdamaian,
keserasian sosial, kearifan lokal serta
pemulangan orang terlantar;

memberikan pertimbangan dan saran
kepada Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan
fungsinya ;

melaksanakan  tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial.
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2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

2.2.1 Kepegawaian

a) Jenis Kepegawaian

1) | PNS / CPNS : | 23 | Orang
2) | Tenaga Kontrak : | 30 | Orang
b) Jenis kelamin
1) | Laki - laki : | 25 | Orang
2) | Perempuan : | 28 | Orang
c) Menurut Jabatan
1) | Eselon II : 1 | Orang
2) | Eselon III : 4 | Orang
3) | Eselon IV : 10| Orang
d) Menurut Pendidikan
1) | Sekolah Dasar : - | Orang
2) | SLTP : - | Orang
3) | SLTA : | 10| Orang
4) |D1s/d D3 : 6 | Orang
5 |S1 : | 35 | Orang
6) |S2 : 2 | Orang

e) Diklat Penjenjangan

1) [PIMIV |: | 7]Orang

f) Tenaga Fungsional : - | Orang
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2.2.2 Daftar Aset Tetap Dinas Sosial

Status Tanah
Nomor Sertifilkat Pen
ertifika
No. Jenis Barang Luas Tahun Alamat / Lokasi geu asal usul Harga Ketera
: (M2) | Pengadaan Hak No | naa (Rp) ngan
Kode Regist
Tgl mo n
Barang er R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Eks.
Tanah .
JI. A. Yani 199, Kantor
1 Eantgung.n 8}}8} 11 1 00001 | 1200 | 24/ og/ 190 | sukodono, KAB. Pi?{llil Pembelian | 10 500 000 | Kec-
antor bihas LUMAJANG O Sukod
Sosial
ono
J1. Panjaitan,
Tanah 010111 22/05/190 | Citrodiwangsan HAK
2 | Bangunan 0401 00002 ) 964 5 Lumajang, KAB. pakal | 29992 | 4 Pembelian | 341 735 000
LUMAJANG
J1. Kebon Mrico,
3 ']giiainan LBK 8‘1}8} 11 00003 300 22/02/190 Tompokersan, Lumajang, Pi?{il 34274 9 Pembelian 159.000.000
g KAB. LUMAJANG R
Tanah .
J1. HOS. Cokroaminoto,
4 gigzig;gigial 8}?511 00004 246 22/02/190 Tompokersan, Lumajang, Pi?{lzl 30317 | 21 Pembelian 52.152.000
Tk. I KAB. LUMAJANG ’ ’
J1. A. Yani, Rogotrunan,
5 gzﬁfﬁwl;’[jkam 8},’8?1 00005 19591 24/ og/ 190 | [ umajang, KAB. oawar | 34132 | 32 Pembelian | 1.516.995.00
LUMAJANG 0
Jumlah Aset Tetap (AT) 2.220.679.0
00
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2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas
Sosial berdasarkan = sasaran/target Renstra  Dinas Sosial
periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau

ndikator kinerja pelayanan Dinas Sosial dan/atau indikator

lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial disusun dengan

format seperti dalam Tabel dibawah ini.
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Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kabupaten Lumajang

No

Indikator
Kinerja
sesuai Tugas
dan Fungsi
Perangkat
Daerah

Target
NSPK

Target
IKK

Target
Indik
ator
Lainn

ya

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian Pada Tahun

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020

2021
Semes
ter 1

2017

2018

2019

2020

(1)

()

(3)

(4)

(5)

(8) 9) (13) (14)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Persentase
PPKS yang
terpenuhi
kebutuhan
dasarnya

26,73 | 26.77 | 26,75 , ) 26,71 | 1507 | 2643 | 78,76
% % % 75% | 80% | o % % %

94,10
%

99,88
%

56,29
%

98,80
%

105,01
%

117,63
%

Persentase
Peningkatan
Jumlah
PSKS yang
berperan
dalam
penanganan
PPKS

76,60 | 82,83

69% 72% 76% 82% 83% 70% 73% % %

84,63
%

101,45
%

101,39
%

100,79
%

101,01
%

101,96
%
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

1.

3.

Bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi dasar
acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan
kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel,
dan berkelanjutan;

Bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi
kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi
kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya
mengalami  hambatan  fungsi sosial dalam = hidup
bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan
sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak
bagi kemanusiaan;

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum valid.

2.4.2 Peluang

1.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan  Sosial sudah  tidak sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum, sehingga
perlu diganti;
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan
Di Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan hal tersebut di atas serta merujuk pada
Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan
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fungsi-fungsi sosial melalui pendekatan dan intervensi
profesi pekerjaan sosial yang melibatkan Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat ditingkatkan fungsi

sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.
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Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- ke- g8 Pertumbu
han
An | Reg
Program 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 | 2021 if lisa
an S1
1 19
2 4 (6) (8) (10) (12) (14) (16) g) (
(3) (5) (7) 9) (11) (13) (15) (17) )
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN 2,150, 1,864,89 | 984,173, | 1,659,21 | 1,055,375,31
PEMERINTAHAN 518,30 | L117.21 | 1,815,951 1,105,972, | 4,178,136, | ) ggq 474 5,354 2.00 1,767,021,26 | g5 75 | 8809 | 9137 | 9543 | 422
DAERAH 9,900.00 | 2,988.00 900.00 501.00 6.00 9
0.00
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM 483,19
PEMBERDAYAAN 9,000. | 310,081, | 1,441,51 8936535’0 5,852,487, 4;;36883’ 283’(;3071’ 15"8%’85 873’2(‘;’01’110' 3,589,261,80 | g0 | 9158 | oo | ore; | 613
SOSIAL 00 | 000.00 | 4,000.00 : 100.00 : ’ 0.00 : : : 3
PROGRAM 953,47
REHABILITASI 5,600. | 3,903,50 | 999,597, | 495,194,7 | 342,062,1 75656435’ 3'%86’;‘7 983'56066’ 485,432,750. | 124,444,650. | o o 78.86 | o5 9, 9803 | 363
SOSIAL 00 | 6,100.00 | 500.00 50.00 10.00 : ’ 00 00 : : : 8
PROGRAM
PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN 483,19 208,317,0 458,839, | 1,119,24 | 1.080.93
SOSIAL 9,000. | 1,521,15 | 1,239,28 "00.00 | 5:079,026, 500.00 ’1.700 2200.00 | 203:058,000. | 2,280,259,50 | 4, gc 73.58 | g7 5 9748 | 449
00 | 2,500.00 | 9,000.00 : 200.00 : ’ S 00 0.00 : : : 0
PROGRAM
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
g%ﬁ’gﬁﬁNAN 172,146,8 48,241,000.0 28.0
30.00 0 2
PROGRAM
PENGELOLAAN NA NA NA NA 210,777,7 NA NA NA NA 12,802,400.0 NA NA NA NA
TAMAN MAKAM 46.00 0 6.07
PAHLAWAN
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3.1

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial Kabupaten
Lumajang merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan
kebijakan dan program pembangunan bidang sosial,
sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam
meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.
Namun perlu disadari bahwa kualitas sumber daya manusia
yang tersedia masih perlu dikembangkan sehingga dapat
melaksanakan  kebijakan dan  program = pembangunan
kesejahteraan sosial secara optimal.

Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial
Kabupaten Lumajang juga memiliki peranan yang cukup
menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan bidang sosial. Namun, secara kuantitas dan
kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas,
sehingga pelaksanaan program kegiatan belum dapat dicapai
secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi
kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.

Berpijak dari hal tersebut di atas, secara lebih jelas
identifikasi permasalahan di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang
sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara

lain dalam Tabel sebagai berikut :
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Tabel TB 35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah

NO Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1. Penanganan 1. Perkembangan
PPKS belum jumlah PPKS yang
optimal. sangat dinamis
2. Data terpadu
DTKS belum valid;
3. Terbatasnya
Rendahnya anggarari.
pemenuhan
kebutuhan dasar
masyarakat untuk 2. Pemberdayaan 1. Keterlibatan PSKS
1 mewujudkan PSKS belum dalam
peningkatan optimal penanganan
kesejahteraan masalah sosial
berbasis kesetaraan belum optimal
gender terutama PSKS
yang berbasis
masyarakat;
2. Rendahnya rasa
kesetiakawanan
sosial di
masyarakat.
3.2 Telaahan, Visi dan Misi Perubahan RPJM Daerah 2018 — 2023.

Filosofi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-

2023 Penentuan arah pembangunan di Kabupaten Lumajang
mendasarkan pada filosofi para the founding fathers atau dari
leluhur serta sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perubahan
(RPJMD Perubahan) Tahun 2018 - 2023 dijiwai

pembangunan Kabupaten Lumajang yang memiliki cakrawala

filosofi

yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam

menentukan visi, misi, dan arah pembangunan.

Filosofi pembangunan Kabupaten Lumajang merupakan
tekad masyarakat Lumajang untuk senantiasa ingin mewujudkan

semboyan yang mengandung harapan agar Lumajang menjadi
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Daerah yang subur dan makmur sebagai cita-cita luhur untuk
mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan

berdasarkan nilai budaya.

Berlandaskan filosofi Kabupaten Lumajang, maka Visi
sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau
artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang
realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen
serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu

dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahapan Lima Tahunan Tahun  2018-2023,
pembangunan daerah  dititikberatkan pada pemenuhan
kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih

sejahtera dan mandiri.

Adapun rumusan Visi Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -

2023 adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya masyarakat lumajang yang berdaya

saing, makmur dan bermartabat.”

Penjelasan Visi sebagai berikut :

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat
lumajang dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik,
mempunyai kemampuan dan ketrampilan memadai untuk
bersaing dalam berbagai bidang.

Masyarakat yang bermartabat adalah kondisi masyarakat
Lumajang yang memiliki jiwa dan kemampuan untuk mengelola
dan memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan baik, efektif dan
efisien untuk memenuhi kebutuhan.

Masyarakat yang makmur adalah kondisi masyarakat
Lumajang yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan
batin, yang di tandai dengan kecukupan pangan, sandang,
papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif,

suasana kehidupan yang religius, rukun, saling menghormati
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dan menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi
dan keadilan.

Misi Kabupaten Lumajang Tahun 2018 — 2023 :

“ Pemenuhan Kebutuhan dasar untuk mewujudkan

masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan
kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk
didalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan,
kesehatan, pangan, perumahan, dan layanan dasar lainnya yang
berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan
sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan
ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap
kepemudaan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak).

1.3 Telahan Renstra K/L dan Renstra Perubahan Dinas Sosial.
Renstra Kementerian Sosial RI
Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial RI adalah :
1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin
dan rentan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia dan
Kelembagaan Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategis Kementerian Sosial RI, adalah :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM),
kelompok Rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) lainnya sebesar 1 % dari target nasional pada
tahun 2019, melalui indikator :

1.1 Meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan
serta PPKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar.

1.2 Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan
rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan
kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak

dasar dan inklusifitasnya.
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2. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial melalui indikator :

2.1 SDM Kesejahteraan social yang meningkat kualitasnya

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.2 Pendamping yang meningkat kualitasnya dalam

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.3 Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat
kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial.

Sedangkan Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan
kesejahteraan sosial di daerah, sinkronisasi dan sinergitas
program maupun kegiatan. Renstra SKPD menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja (renja) SKPD, sehingga hubungan
RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD memiliki kaitan erat
dalam proses penyusunan perencanan program dan anggaran

SKPD.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
KLHS RPJMD pada prinsipnya menilai kebijakan, rencana
dan program dalam RPJMD yang lebih memperhatikan aspek
keberlanjutan. Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan
Kabupaten Lumajang, perumusan skenario maupun
rekomendasinya dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dapat dilihat
dalam tabel berikut.
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Pokok-
No. Masalah Utama LT Rl Pokok Visi Pernyataan Visi
Harapkan
1. Rendahnya Pertumbuhan sektor Lumajang Terwujudnya
Prosentase unggulan diharapkan yang berdaya Masyarakat
pertumbuhan meningkat sehingga saing Lumajang yang
sektor unggulan dapat meningkatkan Berdaya Saing,
daya saing daerah Makmur dan
Bermartabat”
3. Belum meratanya | kondisi kehidupan Lumajang
akses kebutuhan masyarakat Kabupaten | yang makmur
dasar masyarakat | Lumajang yang
dan kualitas SDM | memperoleh akses
kebutuhan dasar dan
meningkatnya kualitas
SDM yang tercermin
dalam peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
4. Masih tingginya Penurunan angka
angka kemiskinan | kemiskinan
Kabupaten
Lumajang dengan
upaya peningkatan
pendapatan
masyarakat
5. Belum Optimalnya | Peningkatan SDM Lumajang
penyelenggaraan aparatur pemerintah yang
reformasi birokrasi | dan reformasi birokrasi | bermartabat
dan kepasitas dilakukan dalam upaya
Aparatur Daerah peningkatan kualitas
pelayanan pada
masyarakat

1.5

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis yg berkaitan dengan Dinas Sosial pada RPJMD

Perubahan 2018-2023 adalah Pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan.

Pemenuhan kebutuhan ini belum terpenuhi secara maksimal

karena faktor-faktor sebagai berikut :

1.

2.

dan rendahnya kualitas SDM,;
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Penanganan Dampak Pandemi Covid 19;
Rendahnya kualitas SDM serta daya beli dan daya
saing;

5. Verval data DTKS masih bersifat subjektif, sehingga
belum valid dan tidak menggambarkan permasalahan

sosial yang sebenarnya di masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat
konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan
nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah
untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah
program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan
kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program
penanganan kemiskinan dalam strategi yang dimaksudkan tentu
saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak
baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah

Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara
untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan adalah
dengan mencermati Instansi yang ada, dan memberikan tekanan
pada Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

menangani pembangunan di bidang sosial.

Diantara 20 program strategis Kabupaten Lumajang, Dinas
Sosial mengampu tiga program strategis dan lima target sasaran,

dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 3.5

Program Strategis pada RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 yang diampu
Dinas Sosial

Kabupaten Lumajang

No Program Strategis Indikator Program Target
Sasaran

1 Memberikan bantuan Bantuan Beasiswa. | Mahasiswa
beasiswa untuk mahasiswa baru kurang
baru berprestasi yang tidak mampu ( 1000
mampu yang diterima di orang).
perguruan tinggi negeri
dengan target 1000
penerima beasiswa.

2 Tunjangan uang duka Tunjangan uang Penduduk
kematian sebesar Rp. duka kematian. Meninggal.
1.000.000,- yang dicairkan
tepat waktu.

3 Pemberdayaan karang Pemberdayaan Karang
taruna, kelompok organisasi | karang taruna. Taruna;
pembuda, lansia, anak
jalanan, dan kaum Pem?oerdayaan Lansia;
disabilitas atau cacat. lansia.

Pemberdayaan Kaum
kaum disabilitas. Disabilitas.
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4.1

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam
kurun waktu tertentu. Adapun Tujuan Dinas Sosial Kabupaten
Lumajang sesuai perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang
tahun 2018-2023, mengampu pada sasaran perubahan RPJMD
2018-2023, yaitu meningkatnya kualitas dan jangkauan
pelayanan sosial yang merupakan sasaran dari tujuan
perubahan RPJMD 2018-2023, yaitu menurunnya angka
kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja yang
mengampu pada misi 2, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar
untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan
mandiri. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan Dinas
Sosial, yaitu meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan
sosial ditetapkan indicator kinerja tujuan yaitu persentase PPKS

mandiri dengan formulasi:

> PPKS mandiri secara ekonomi dan fisik

X 100%
> PPKS yang mendapat bantuan

KERANGKA PETA PROSES BISNIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN LUMAJANG

VisI, MiISI , TUJUAN

Vis|
Terwujudnya Masyarakat L yang ya Saing, Mak dan bermartabat

Mmisi

5 -

2. P Keb
mandiri

3 -

Dasar untuk M judkan masyarakat yang lebih sejahtera dan

TUJUAN

Menurunnya angka iski melalui i daya saing tenaga kerja

L ol ol 2

SASARAN
- Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial

-

l

TUGAS DINAS
Bupati urusan yang
menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial

Peta Proses Bisnis
SEKRETAIAT

(s }

Peta Proses Bisnis Peta Proses Bisnis Peta Proses Bisnis
BIDANG PEAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL

BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENANGANAN DAN
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
SOSIAL




4.2 Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.

Agar tujuan Dinas Sosial bisa tercapai sesuai dengan
program-program pembangunan Kabupaten Lumajang yang
tertuang dalam perubahan RPJMD khususnya pembangunan
yang menjadi kewenangan Dinas Sosial maka tujuan tersebut
dijabarkan dalam sasaran strategis. Sasaran strategis Dinas

Sosial tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan PPKS
2. Meningkatnya jumlah dan peran Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran yang
pertama, yaitu meningkatnya kesejahteraan PPKS digunakan
indikator sasaran persentase (%) PPKS yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya dengan menggunakan formulasi:

> PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setalah

mendapatkan bantuan sosial < 100%

> PPKS yang mendapat bantuan

Sedangkan untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran
ke 2 (dua) yaitu meningkatnya jumlah dan peran Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial digunakan indicator sasaran
berupa persentase (%) peningkatan jumlah PSKS yang berperan

dalam penanganan PPKS dengan formulasi :

> PSKS yang aktif dalam penanganan PSKS
x 100%

> Jumlah total PSKS
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TABEL TC 25

TUJUAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA TUJUAN
DINAS SOSIAL TAHUN 2018 - 2023

TUJUAN SASARAN INDIKATOR S Target
TUJUAN A
/SASARAN T Tahun
U
A | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Kondisi
N Akhir
2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10
Persentase o
PPKS Mandiri % | 8,70 | 10,82 | 11,90 | 13,09 | 14.40 | 15.84 | 17,35 17,35
Meningkatnya Persentase
kesejahteraan PPKS yang
PPKS terpenuhi % | 26,73 | 26,77 | 26,75 75 80 83 85 85
. kebutuhan
Mempgkatnya dasar
Kualitas dan
Jangkauan
Pelgyanan Meningkatnya Persentase
Sosial . .
jumlah dan penmgkatan
peran Potensi jumlah PSKS
Sumber yang berperan
Kesejahteraan | dalam % | 68,97 | 72,55 | 76 82 83 |84 85 85
Sosial(PSKS) penanganan
PPKS
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan

permasalahan yang ada, dan yang sedang berkembang sekaligus

mengacu pada Tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial, maka ada 3

(tiga) strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama

5 tahun. Adapun strategi-strategi pendekatan pekerjaan sosial sebagai

berikut :

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

A.

Strategi Pemberdayaan Sosial dengan Arah Kebijakan

sebagai berikut:

1)

2)

3)

Memperkuat dan mengembangkan berbagai pola
pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada
potensi dan sumber daya lokal dan insani sebagai

basis pembangunan kesejahteraan sosial,;

Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial
yang mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan

serta kebermanfaat;

Pemberdayaan potensi individu, keluarga,
kelompok, komunitas, dan masyarakat melalui
berbagai bimbingan, pelatihan dan bantuan sosial

serta ketrampilan berusaha.

Strategi Kemitraan Sosial dengan Arah Kebijakan sebagai

berikut:

1)

Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan
mengembangkan pola kemitraan guna mempercepat
serta menjangkau pelayanan sosial yang lebih luas
dan merata sekaligus menciptakan sistem = sumber
kesejahteraan social yang ada secara mandiri dan
sinergis;
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2)

3)

4)

5)

6)

Pemantapan dan pembinaan organisasi sosial dan
dunia usaha yang saling mendukung melalui pola
pembinaan berkelanjutan, kerjasama dan berorientasi
program pengembangan yang mengarah pada
penciptaan peluang pasar dan wusaha ekonomi

produktif;

Penyadaran dan pemahaman tanggung jawab
Sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan
melibatkan secara aktif dan memberi kesempatan
kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil
peran aktif guna memecahkan masalah sosial di

lingkungannya,;

Penguatan dan melibatkan aktif peran pemuda dan
tenaga sukarela dalam upaya pencegahan,
penanggulangan dan penanganan berbagai masalah

sosial melalui pelatihan-pelatihan dasar dan teknis;

Melibatkan Pemerintahan Kecamatan, Desa, PSM dan
TKSK serta wunsur-unsur terkait lainnnya dalam
melakukan verval data DTKS, sehingga diperoleh data
yang menggambarkan kondisi kesejahteraan social

masyarakat yang sebenarnya;

Bekerjasama dengan UPT Sosial Kementerian Sosial
dan Dinas Sosial Provinsi dalam pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Anak, lanjut usia, tuna sosial dan

disabilitas terlantar.

Strategi Pendampingan Sosial dengan Arah Kebijakan

sebagai berikut:

1)

Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan
sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak- hak
dasar warga terutama individu, kelompok dan
keluarga tidak mampu atau mengalami masalah

sosial;
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2)

3)

Membentuk dan melakukan pembinaan kepada
lembaga kesejahteraan sosial yang mampu mengelola
dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial
kepada masyarakat yang membutuhkan pemecahan
masalah  atau dalam

pertolongan mengatasi

masalahnya;

Meningkatkan kemampuan pendamping PKH, TKSK,
PSM, Karang Taruna dan Lembaga Kesejahteraan
Sosial lainnya.

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi

: TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING,
MAKMUR, DAN BERMARTABAT

Misi 2

: Pemenuhan Kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat

yang lebih sejahtera dan mandiri

Tujuan

Sasaran

Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya
Kualitas dan
Jangkauan
Pelayanan
Sosial

Meningkatnya
kesejahteraan

PPKS

Meningkatkan pelayanan sosial dan
bantuan sosial yang mengacu pada
kebutuhan riil dan kelayakan serta
bermanfaat.

Pemberdayaan
Sosial

Melibatkan Pemerintahan
Kecamatan, Desa, PSM dan TKSK
serta unsur-unsur terkait lainnnya
dalam melakukan verval data DTKS,
sehingga  diperoleh data yang
menggambarkan kondisi
kesejahteraan sosial masyarakat

Kemitraan yang sebenarnya.

Sosial

Bekerjasama dengan UPT Sosial
Kementerian Sosial dan Dinas Sosial
2 | Provinsi dalam pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Anak, lanjut usia,
tuna sosial dan disabilitas terlantar.

Peningkatan sistem perlindungan
dan pelayanan sosial yang
berpihak kepada pengakuan atas
1 | hak- hak dasar warga terutama
individu, kelompok dan keluarga
tidak mampu atau mengalami
masalah sosial.

Pendampingan
Sosial
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Visi

: TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING,
MAKMUR, DAN BERMARTABAT

Misi 2

: Pemenuhan Kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat

yang lebih sejahtera dan mandiri

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya
Kualitas dan
Jangkauan
Pelayanan
Sosial

Meningkatnya
jumlah dan
peran Potensi
Sumber
Kesejahteraan
Sosial (PSKS

Pemberdayaan
Sosial

Memperkuat dan mengembangkan
berbagai pola  pemberdayaan
masyarakat yang menekankan pada
potensi dan sumber daya lokal dan
insani sebagai basis pembangunan
kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan potensi
individu, keluarga, kelompok,
komunitas, dan masyarakat melalui
berbagai bimbingan, pelatihan dan
bantuan sosial serta ketrampilan
berusaha

Kemitraan
Sosial

Peningkatan peran dan jejaring
sosial dengan mengembangkan pola
kemitraan guna mempercepat serta
menjangkau pelayanan sosial yang
lebih luas dan merata sekaligus
menciptakan sistem sumber
kesejahteraan social yang ada
secara mandiri dan sinergis dan
diimplementasikan aplikasi E Peduli

Pemantapan dan pembinaan
organisasi sosial, dunia usaha, dan
saling mendukung melalui pola
pembinaan berkelanjutan,
kerjasama dan berorientasi program
pengembangan yang mengarah
pada penciptaan peluang dasar dan
usaha ekonomi produktif

Penyadaran dan pemahaman
tanggung jawab Sosial dan rasa
kesetiakawanan sosial dengan
melibatkan secara aktif dan memberi
kesempatan kepada seluruh potensi
masyarakat untuk mengambil peran
aktif guna memecahkan masalah
sosial di lingkungannya

Penguatan dan melibatkan aktif
peran pemuda dan tenaga sukarela
dalam upaya pencegahan,
penanggulangan dan penanganan
berbagai masalah sosial melalui
pelatihan-pelatihan dasar dan teknis

Pendampingan
Sosial

Membentuk dan melakukan
pembinaan kepada lembaga
kesejahteraan sosial yang mampu
mengelola dan  memberikan
pelayanan serta perlindungan sosial
kepada masyarakat yang
membutuhkan pemecahan masalah
atau pertolongan dalam mengatasi
masalahnya

Meningkatkan kemampuan
pendamping PKH, TKSK, PSM,
Karang Taruna, Tagana, Pelopor
Perdamaian dan Lembaga
Kesejahteraan Sosial lainnya.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana, program, kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif).

Perumusan rencana program kegiatan dan pendanaan indikatif ini

ditampilkan dalam Tabel berkut ini :
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Nama Perangkat
Daerah: Dinas Sosial

T.C.27

Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial

Kabupaten Lumajang

Terget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Unit
+ Kondisi Kerja
Indikator Caps:llan Kinerja Peran
Program Kinerja TI:L:n pada gkat Lo
Tujuan Sasaran Kode dan Program Awal Tahun- Tahun- akhir Daera | ka
Kegiatan /Kegiatan/S p 1 Tahun-3(2021) Tahun-4(2022) Tahun-5(2023) periode h si
. erenca (2019) 2(2020)
ub Kegiatan naan Renstra penan
2018 Perangk | ggung-
at jawab
Daerah
Ta
(1) 2) Target | Rp | Target | Rp Target Rp Target Rp Target Rp rge | Rp
t
Meningkat 1) PROGRA Persentase
nya Meningkat M pemenuhan
kualitas nya PENUNJA | fasilitasi
dan Kesejahter NG kebutuhan
. aan PPKS URUSAN operasional . 2,423,200,0 . 2,977,767,00 o 2,977,767,0
Jpe;?f;f:;:: (Pemerlu PEMERIN | perkantoran 100% 00 100% 0 100% 00
sosial Pelayanan TAHAN
Kesejahter DAERAH
aan Sosial) KABUPAT
EN/KOTA
2) Perencan | Persentase
Meningkat aan , fasilitasi
nya Pengangg dokumen
jumlah aran ,dan | Perencanaa
ga? Peran i{'alu?si iy gange 100% | 18,500,000 100% 18,500,000 100% 18,500,000
otensi inerja enganggara
Sumber Perangka n, dan
Kesejahter t Daerah Evaluasi
aan Sosial Kinerja
(PSKS)
Penyusun
an Jumlah
Dokumen dokumen 4 1
Perencana | perencanaan dokume 1,500,000 1 dokumen 1,500,000 dokume 1,500,000
an Perangkat n n
Perangkat | Daerah
Daerah
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Koordinas Jumlah
idan dokumen
Penyusun RKA-SKPD 30 1
an dokume 10,000,000 1 dokumen 10,000,000 dokume 10,000,000
Dokumen n n
RKA-
SKPD
Koordinas Jumlah
idan dokumen
Penyusun | perubahan 9 9
an RKA-SKPD dokume | 2,500,000 | 2 dokumen | 2,500,000 dokume | 2,500,000
Dokumen
Perubaha n n
n RKA-
SKPD
Koordinas
i dan
Penyusun
an
ézl;(;zﬁ Jumlah 1 2
Kineri dokumen dokume 2,500,000 1 dokumen 2,500,000 dokume 2,500,000
nerja
LAKIP n n
dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
Evaluasi Jumlah
Kinerja dokumen
Perangkat | evaluasi 10dok |5 400,000 | 4 dokumen 2,000,000 4 dokum | 5 540,000
Daerah kinerja umen en
Perangkat
Daerah
Administ Persentase
rasi fasilitasi
Keuangan | Administras
Perangka i Keuangan o o o
t Daerah Perangkat 100% 100% 100%
Daerah
Penyediaa | Jumlah ASN
? Ge.gl dan | terlayani gaji 23 oran | 2,503,725,24 23 orang 2,503,725,245 23 orang 2,503,725,24
unjanga dan g 5 5
n ASN tunjangan
Penyediaa
n Jumlah
Administr fasilitasi 23 23
asi administrasi 50,000,000 23 Orang 50,000,000 50,000,000
Orang Orang
Pelaksana | pelaksanaan
an Tugas tugas ASN
ASN
Koordinas Jumlah
idan Dokumen 10 12 13
Pelaksana | Akuntansi dokume 1,274,000 dokumen 1,274,000 dokume 1,274,000
n n
an SKPD
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Akuntansi

SKPD

Koordinas

idan

Penyusun N 2

an i:s‘(l)lraafiljems 10 1 dokumen dokume

Laporan Dokum 5,000,000 5 5,000,000 nS 5,000,000

Keuangan Keuangan en Eksemplar Eksempl
X Akhir Tahun

Akhir ar

Tahun

SKPD

Pengelola

an dan Jumlah 3

penyiapan Laporan 5 2 dokumen dokume

bahan Dokum 3,190,000 6 3,190,000 no6 3,190,000

Tanggapan
tanggapan . en eksemplar eksempl
. pemeriksaan

pemeriksa ar

an

Koordinas

idan

Penyusun

an

Laporan jzgil;ah 32 18 19

Keuangan dokum 1,046,000 1,046,000 dokume 1,046,000

Bulanan/ Laporan en dokumen n

Triwulana Keuangan

n/Semest

eran

SKPD

Administ Persentase

rasi fasilitasi

Kepegawa | Administras

ian i 100% 100% 100%

Perangka Kepegawaia

t Daerah n PD

Pengadaa jumlah jenis

n Pakaian pakaian

Dinas dinas yang 5199997

Beserta disediakan 55 stel 26,000,000 26 26,000,000 4 77,999,948

Atribut

Kelengkap

annya

Administ Persentase

rasi fasilitasi

Umum Administras 100% 100% 100%

Perangka i Umum PD

t Daerah
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Penyedia Jumlah
an jenis
Kompone | komponen
n instalasi
Instalasi Listrik/Pen . I
Listrik/P erangan 26 17 jenis 17 jenis
eneranga yang
n disediakan
Bangunan
Kantor
Penyediaa | Jumlah jenis
n Bahan bahan
Logistik logistik 43 item 97 jenis 97 jenis
Kantor kantor yang
disediakan
Penyediaa | Jumlah jenis
n Barang barang
dCZItlakan g?;:gf;{ging 2 item 6 jenis 6 jenis
Penggand
aan
Penyediaa | Jumlah jenis
n Bahan bahan
Bacaan bacaan
dan disediakan 2buah | 3,420,000 2 buah 3,420,000 2buah | 3,420,000
Peraturan
Perundan
g-
undangan
Fasilitasi Ju1.11'1ah :

. fasilitasi . - P
Kunjunga kun; 2 item 3 jenis 4 jenis
n Tamu unjungan

tamu
Penyeleng
garaan
Rapat Jumlah 199
Koordinas | fasilitasi 198 orang oran
idan rakor SKPD g
Konsultas 150
i SKPD orang
Pengadaa | Persentase
n Barang fasilitasi
Milik pengadaan
Daerah BMD
Penunjan 2,404,700,0 100% 2,404,700,00 200% 2,404,700,0
g Urusan 00 o 00
Pemerint
ah
Daerah
Pengadaa
n
Peralatan . 13 204,700,00 13 item 204,700,000 13 item 204,700,00
. item 0 (o]
dan Mesin
lainnya
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Jumlah jenis

peralatan
kantor lain 2 item 102,700,000 2 item 102,700,000 2 item 102,700,000
yang
disediakan
Jumlah jenis
peralatan
rumah 7 item 40,000,000 7 item 40,000,000 7 item 40,000,000
tangga yang
disediakan
Jumlah jenis
perlengkapa
n kantor 2 item 50,000,000 2 item 50,000,000 2 item 50,000,000
yang
disediakan
Jumlah jenis
meubel yang 2 item 12,000,000 2 item 12,000,000 2 item 12,000,000
disediakan
Eegggiiag Jumlah jenis
kantor/ba E"mguna“ lbuah | 2-000,000,00 1buah 2,000,000,000 lbuah | 2000,000,00
antor 0 0
ngunan lainnya
lainnya
Jumlah aset
Pengadaa tak terwujud
n aset tak J 1 buah 200,000,000 1 buah 200,000,000 2 buah 200,000,000
berwujud ﬁgng .
isediakan
Penyedia Persentase
an Jasa fasilitasi
Penunjan penyediaan
g Urusan penunjang 100% 100% 554,567,000 | 200% | S>*S97.00
ahan operasional
Daerah kantor
Penyediaa | Jumlah
n Jasa fasilitasi jasa 2 jenis, 2 jenis, 2 3 jenis,
Surat surat 2 item item 5,392,000 2 item 5,392,000
Menyurat menyurat
Penyediaa
n Jasa
Komunika jumlah
b rekening 10 titik 10 titik 122,700,000 | 11 titik | 122700,00
Sumber . 0]
Daya Air yang dibayar
dan
Listrik
Penyediaa | Jumlah
n Jasa fasilitasi jasa 78 78 79
Pelayanan | pelayanan orang,3 orang,378 426,475,000 orang,37 426’4675’00
Umum umum 78 jam jam 8 jam
Kantor kantor
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Pemeliha Persentase
raan fasilitasi
Barang pemeliharaa
Milik n BMD
Daerah 100% 100% 200%
Penunjan
g Urusan
Pemerint
ahan
Daerah
Pemelihar
aan/Reha
b gedung Jumlah
kantor Gedung yang 1 unit 1’000’800’00 1 unit 1,000,000,000 2 unit 1’000’800’00
dan direhabilitasi
bangunan
laiinnya
Penyediaa
n Jasa
Pemelihar
aan,
Blaya. Jumlah 6 unit . 7 unit
Pemelihar kendaraan bil 6 unit bil
aan, dinas mobt mobil dan mobt
. . dan 15 dan 15
Pajak, operasional/1 d 15 spd d
dan apangan SP motor,16 P
Perizinan an,; mqtor, 1 item mc?tor, 16
yang 6 item item
Kendaraa dipelihara
n Dinas
Operasion
al atau
Lapangan
Pemelihar | Jumlah jenis
aan peralatan
Peralatan | dan mesin 54 unit 54 unit 55 unit
dan Mesin | lain yang
Lainnya dipelihara
2) PROGRA Persentase
Meningkat M Peningkatan
nya PEMBER Kompetensi
Jduar::l]a):ran SD:;;I[:G.N g::fesionali 80% 12,000,000 83% 12,000,000 85% 12,000,001
Potensi sme SDM
Sumber Kesos
Kesejahter
aan Sosial Pengump Jumlah
(PSKS) ulan pelaku
Sumbang yang 55 55
an dalam melaksanak Pelaku 12,000,000 55 Pelaku 12,000,000 Pelaku 12,000,001
Daerah an PUB UGB
Kabupate
n/Kota
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Koordinas Jumlah
idan Pelaku PUB
Sinkronis UGB yang
asi mendapat
Penerbita sosialisasi
n Izin peraturan
Undian penerbitan 55 55
Gratis izin Pelaku 12,000,000 55 Pelaku 12,000,000 Pelaku 12,000,001
Berhadiah
dan
Pengump
ulan Uang
atau
Barang
Pengemb Jumlah
angan Potensi
Potensi Sumber
Sumber Kesejahtera
Kesejahte | an Sosial
raan daerah
Sosial Kabupaten/
Daerah Kota yg
Kabupate | dikembangk
n/Kota an
kemampuan
nya
Peningkat
an
Kemampu
ankPotensi 205
Pekerja 205 206
Sosiai] ll’)SM,G(l) PSM,60 PSM,60
Masyarak enl):u Penyuluh Penyulu
at b Sosial h Sosial
Sosial
Kewenang
an
Kabupate
n/Kota
Jumlah
Potensi
Pekerja
Sosial
Masyarakat 205 206
Kabupaten/ PSM 55,000,000 205 PSM 55,000,000 PSM 55,000,000
kota yg
ditingkatkan
kemampuan
nya
Jumlah
enyulu enyulu enyulu
masyarakat h Sosial Sosial h Sosial
yang
direkrut
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Peningkat Jumlah
an Potensi
Kemampu | Tenaga
an Potensi | Kesejahteraa
Tenaga n Sosial
Kesejahter | Kecamatan 21 22
: 21 Orang
aan Sosial | yg Orang 2 kali Orang 2
Kecamata ditingkatkan 2 kali kali
n kemampuan
Kewenang | nya
an
Kabupate
n/Kota
Peningkat Jumlah
an Potensi
Kemampu | Sumber
an Potensi | Kesejahtera 205 206
Sumber an Sosial Katar Katar
Kesejahter | Kelembagaa Desa,2 205 Katar Desa.21
aan Sosial | n 1 Katar Desa,21 Kat;r
Kelembag | Masyarakat Kecam Katar Kecama
aan Kewenangan atan ,1 Kecamata tan .1
Masyarak Kabupaten/ Katar n,1 Katar Kat;r
at kota yang Kabupa Kabupate
e Kabupat
Kewenang | dibina ten,50 n,50 en.50
an kapasitasny orang orang or;n
Kabupate a pengur pengurus, en u%u
n/Kota us,1 1 Set,118 penel
Set,11 Lembaga, ’
8 2 Kali Set,118
Lembag
Lembag a,2 Kali
a,2 Kali 4
Katar 206
Desa,2 205 Katar Katar
? Desa,21 Desa,21
1 Katar
Kecam Katar Katar
Jumlah Kecamata Kecama
atan ,1
Karang n,1 Katar tan,1
Katar
Taruna yang Kabupa Kabupate Katar
difasilitasi P n,50 Kabupat
ten,50
orang en,50
orang
Pengurus orang
Pengur
katar Penguru
us
s katar
katar
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Jumlah LKS

yang 15
mendapat lembag 1,125,000,00 15 1,125,000,000 15 1,125,000,00
bantuan N 0 lembaga lembaga 0
operasional
Jumlah PMI
dan GNOTA
Kabupaten 2 9
yang Lembag 2 Lembaga Lembaga
mendapat a
bantuan
Hibah
Jumlah
Pusat
Kesejahteraa 2 2
n Sosial Lembag 20,000,000 2 Lembaga 20,000,000 20,000,000
Lembaga
(Puskesos) a
yang
terbentuk
Peningkat Jumlah
an lembaga
Kemampu | Konsultasi
an Kesejahteraa
Sumber n Keluarga
Daya (LK3) yg
Manusia ditingkatkan
dan kemampuan 1 1
Penguata sumber daya Lembag 8,000,000 1 Lembaga 8,000,000 8,000,000
] Lembaga
n manusia a
Lembaga
Konsultas
i
Kesejahter
aan
Keluarga
(LK3)
PROGRA Prosentase
1 M PPKS Yang
Meningkat REHABIL | Telah
Ez«‘Z;ejahter s Mendapatka 1,039,375,0 1,039,375,00 1,039,375,0
SOSIAL n 0, ’ B ’ 0, ’ » > 0, ’ » i
aan PPKS Rehabilitasi 80% 00 83% o 85% 00
(Pemerlu Kesejahtera
Pelayanan an Sosial
Kesejahter
aan Sosial)
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Rehabilit Jumlah
asi Sosial | Penyandang
Dasar Disabilitas
Penyanda | Terlantar,
n Anak
Disabilita Terlantar,
s Lanjut Usia
Terlantar Terlantar,
, Anak serta
Terlantar | Gelandanga 1713 1,003,375,0 1713 1,003,375,00 1713 1,003,375,0
, Lanjut n Pengemis orang 00 orang (/] orang 0o
Usia di Luar
Terlantar Panti Sosial
, serta
Gelandan
gan
Pengemis
di Luar
Panti
Sosial
Jumlah
Penyandang
Disabiltas
Terlantar di
Luar Panti 1631 | 549,600,00 1631 549.600.000 1631 549,600,00
yE orang o orang ’ ’ orang o
mendapat
rehabilitasi
sosial
Jumlah
Anak
Terlantar di
Luar Panti
Sosial yg 34 159,000,00 | 34 anak 159,000,000 | 35anak | 159:000,00
mendapat anak o ’ ’ o
rehabilitasi
sosial
Jumlah
Lanjut Usia
Terlantar di
Luar Panti
Sosial yg 14 241,775,00 14 orang 241.775.000 14 241,775,00
mendapat orang o ’ ’ orang o
rehabilitasi
sosial
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Jumlah
Gelandanga
n Pengemis
di Luar
Panti Sosial
yg
mendapat
rehabilitasi
sosial

34
orang

53,000,000

34 orang

53,000,000

34
orang

53,000,000

Penyediaa
n
Permakan
an

1713
orang

383,675,00
0

1713
orang

383,675,000

1713
orang

383,675,00
0

Jumlah
Disabilitas
yg
mendapatka
n
permakanan

1631
orang

163,100,000

1631
orang

163,100,000

1631
orang

163,100,000

Jumlah anak
terlantar
yang
mendapatka
n
permakanan

675
orang

3,695,625,00
0

700 orang

3,832,500,000

750
orang

4,106,250,00
0

Jumlah
lansia
terlantar
yang
mendapatka
n
permakanan

15
orang

199,575,000

15 orang

199,575,000

15 orang

199,575,000

Jumlah
gelandangan
dan
pengemis
yang
mendapatka
n
permakanan

105
orang

10,500,000

105 orang

10,500,000

105
orang

10,500,000

Penyediaa

n
Sandang

252
orang

25,200,000

252 orang

25,200,000

252
orang

25,200,000

Jumlah anak
terlantar yg
mendapat
bantuan
sandang

105
orang

10,500,000

105 orang

10,500,000

105
orang

10,500,000

Jumlah
lansia
terlantar yg
mendapat
bantuan
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sandang

Jumlah
gelandangan
dan
pengemis yg
mendapat
bantuan
sandang

105
orang

10,500,000

105 orang

10,500,000

105
orang

10,500,000

Penyediaa
n Alat
Bantu

Jumlah

disabilitas
telantar yg
menerima
alat bantu

620
orang

620 orang

620
orang

Pemberia

n
Bimbinga
n Fisik,
Mental,
Spiritual,
dan Sosial

41 Kali
106
anak

170,000,00
0

41 Kali
106 anak

170,000,000

42 Kali
106
anak

170,000,00
0

Jumlah
penyandang
Disabilitas
terlantar
yang
mengikuti
Bimbingan
Fisik,
Mental,
Spiritual,
dan Sosial

1 kali

60,000,000

1 kali

60,000,000

2 kali

60,000,000

Jumlah anak
terlantar
yang
mengikuti
Bimbingan
Fisik,

Mental,
Spiritual,
dan Sosial

106
anak

106,000,000

106 anak

106,000,000

107
anak

106,000,000

Jumlah
lansia
terlantar yg
mengikuti
Bimbingan
Fisik,
Mental,
Spiritual,
dan Sosial
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Pemberia

n aklses
ke 94
95 anak,
Liyr?;i?ka a‘;;k’ 51,000,000 gg z;‘::g 51,000,000 28 51,000,000
n dan orang orang
kesehatan
dasar
Jumlah
penyandang
Disabilitas
terlantar
yang
mendapatka 50 anak 19,000,000 50 anak 19,000,000 50 anak 19,000,000
n layanan
pendidikan
dan
kesehatan
dasar
Jumlah anak
terlantar
yang
mendapatka 44 anak 10,000,000 44 anak 10,000,000 44 anak 10,000,000
n layanan
pendidikan
Jumlah
lansia
terlantar 14
yang 12,000,000 14 orang 12,000,000 14 orang 12,000,000
mendapatka orang
n layanan
kesehatan
Jumlah
gelandangan
dan
e T Orlaig 10,000,000 | 14 orang 10,000,000 | 14 orang | 10,000,000
mendapatka
n layanan
kesehatan
1631
Pemberia disabili 1631 1632
n tas,105 disabilitas disabilit
Layanan anak,4 ,105 as,105
Dota dan 2 40,000,000 anak,42 40,000,000 anak,42 | 40,000,000
Pengadua lansia lansia dan lansia
n dan 105 dan 105
105 gepeng gepeng
gepeng
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Jumlah

penyandang
Disabilitas
terlantar 1631 1631 1632
yang disabilit | 10,000,000 b 10,000,000 disabilita | 10,000,000
mendapatka as disabilitas s
n layanan
data dan
pengaduan
Jumlah anak
terlantar
yang 105 106
mendapatka 10,000,000 105 anak 10,000,000 10,000,000
n laynan anak anak
data dan
pengaduan
Jumlah
lansia
terlantar
ﬁ‘:fdapatka la;ﬁia 10,000,000 42 lansia 10,000,000 43 lansia | 10,000,000
n layanan
data dan
pengaduan
Jumlah
(gizlrz:ndangan 105 106
. gelanda 105
pengemis nean elandang gelandan
yang dgan 10,000,000 | & o 10,000,000 gan dan 10,000,000
mendapatka . pengemi
n layanan pengem pengemis .
dan is
pengaduan
Pemberia 12 13 anak
anak 12 anak
n 12 12 lansia 12
Layanan »< 36,000,000 | ’ ’ 36,000,000 lansia, 36,000,000
lansia, dan 12
Kedarurat d dan 12
an 12 gepeng
an gepeng gepeng
Jumlah anak
terlantar
yang
mendapatka 12 anak 12,000,000 12 anak 12,000,000 13 anak 12,000,000
n layanan
kedaruatan
Jumlah
lansia
terlantar 12
yang lansia 12,000,000 12 lansia 12,000,000 13 lansia 12,000,000
mendapatka
n layanan
kedaruratan
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Jumlah

gelandangan
dan ge151\12'1da 12 gelalnsdan
;’Zggemls ngan 12,000,000 gelaggang 12,000,000 gan | 12,000,000
mendapatka pquem pengemjs pengemi
n layanan 1s S
kedaruatan
Rehabilit Jumlah
asi Sosial Pemerlu
Pemerlu Pelayanan
Pelayana Kesejahtera
n an Sosial
Kesejahte | (PMKS)
raan lainnya
Sosial Bukan
}i’i’fi’m g?";‘/’:‘: i o::fng 36,000,000 | 36 orang 36,000,000 o:::lg 36,000,000 ?vf
Bukan dan Napza
Korban di Luar
HIV/Aids Panti Sosial
dan vg
Napza di mendapat
Luar rehabilitasi
Panti sosial
Sosial
Pemberia
n 36 37
Layanan 36,000,000 36 orang 36,000,000 36,000,000
orang orang
Kedarurat
an
Jumlah
Anak
berhadapan
dengan
hukum yang 24 anak | 24,000,000 24 anak 24,000,000 24 anak | 24,000,000
mendapatka
n layanan
kedaruratan
Jumlah
Anak yang
mendapatka
n pelayanan 12 anak | 12,000,000 12 anak 12,000,000 12 anak 12,000,000
kedaruratan
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1) PROGRA Prosentase 80% 4,708,690,7 83% 26,650,068,0 85% 26,650,068,
Meningkat M PPKS yg 00 00 000
nya PERLIND mendapatka
Kesejahter UNGAN n
aan PPKS DAN Perlindunga
(Pemerlu JAMINAN | ndan
Pelayanan SOSIAL Jaminan
Kesejahter Sosial
aan Sosial)
2) Pengelola | Jumlah 560.33 4,708,690,7 560.337 4,708,690,70 560.337
Meningkat an Data Fakir 7 00 orang, 4] orang,
nya Fakir Miskin orang, 5.100 KK, 5.100
jumlah Miskin Cakupan 5.100 50 KUBE, KK, 50
dan Peran Cakupan daerah KK, 50 26 paket KUBE,
Potensi Daerah kabupaten/ KUBE, 26
Sumber Kabupate Kota yg 26 paket
Kesejahter n/Kota dikelola paket
aan Sosial
(PSKS) -
Pendataa Jumlah fakir Pe
n Fakir miskin yg di na
Miskin data nn
Cakupan cakupan gg
Daerah daerah 2 3 ul
Kabupate kabupaten/k kali,20 2 kali,205 kali,205 an
n/Kota ota 5 desa desa dan desa ga
dan 16 16 kali dan 16 n
kali kali Ke
mi
ski
na
n
Jumlah 226 226 227 Pe
Fakir Miskin orang, orang, orang, na
yang 500.00 500.000 500.000 nn
diferifikasi 0 orang,500 orang,5 gg
dan di orang,5 0 KK 000 KK ul
validasi Data 000 KK an
JKN ga
n
Ke
mi
ski
na
n
Pengelola
an Data
Fakir
Miskin
Cakupan
Daerah
Kabupate
n/Kota
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Jumlah KPM 20000 275,000,00 20000 275,000,000 20001 275,000,00
PKH yang rumah, 0 rumah,14 rumah,1 0
telah 143 3 43
melaksanaka penda pendampi pendam
n graduasi mping ng PKH ,1 ping
PKH ,1 kali PKH,1
kali kali
Jumlah 135 135 136
PSKS yang orang, orang, 4 orang, 4
mendapatka 4 Jenis Jenis Jenis
n sosialisasi
Linjamsos
Jumlah
Korkab,
Korcam dan
Operator 2X30 | 50,000,000 2X 30 20,000,000 8X30 | 55 000,000
yang orang orang orang
melaksanaka
n koordinasi
teknis PKH
Jumlah 154 154 155
Pendamping orang, orang, 25 orang,
PKH yang 25 paket 25
mendapatka paket paket
n bimbingan
teknis
Jumlah 4 kali 4 kali 5 kali
Korkab, Rapat, Rapat, 21 Rapat,
Korcam dan 21 Kali Kali 21 Kali
Operator Monev Monev Monev
yang
melaksanaka
n
rekonsiliasi
data KPM
PKH
Fasilitasi
Bantuan
Sosial 4,479,520,0 4,479,520,00 4,479,520,0
Kesejahte 00 0] 00
raan
Keluarga
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pe

na
ng
Jumlah lg:
keluarga
. 2100 237,000,00 2101 237,000,00 ng
miskin yang KK ) 2100 KK 237,000,000 KK o an
mendapat ke
bantuan mi
sk
in
an
jumlah
peserta yang 2 Kkali
mendapat sosialis 2 kali 3 kali
sosialisasi 2i.4 sosialisai sosialisa
dan kali 4 kali | 1,4 kali
koordinasi rakor rakor dan rakor
program dan 10 10 kali dan 10
sembako Kkali monev kali
(BPNT) monev monev
Jumlah
masyarakat
yang 20
mendapat pr
beasiswa og
berprestasi 800 11,520,000, | oo0 11,520,000,0 800 11,520,000, ;":
dari keluarga orang 000 £ 00 orang 000 "
tidak str
mampu dan at
penghapal eg
alquran 1s
Jumlah
mahasiswa
yang
mendapat
sosialisasi
beasiswa
berprestasi 200 38,500,000 | 200 orang 38,500,000 200 38,500,001
dari keluarga orang orang
tidak
mampu dan
penghapal
alquran
Fasilitasi
Bantuan
50 51
Pengemba 50 KUBE
ngan KUBE 1 | 44 600,000 1 46,600,000 KUBE 1 | 46 600,000
. Kegiata . Kegiata
Ekonomi Kegiatan
n n
Masyarak
at
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Jumlah

ﬁgffaﬁzrt‘g KLSJI(;E 36,500,000 50 KUBE 36,500,000 51 KUBE | 36,500,000
Bimtap
Jumlah 10,100,000 10,100,000 10,100,000
peserta 1
f;?lba KUBE kegiata 1 kegiatan kegi?itan
Pendamping n
KUBE
1) PROGRA Persentase 100% 44,088,000 100% 44,088,000 100% 60,767,780
Meningkat M Korban
nya PENANGA | bencana yg
Kesejahter NAN mendapat
aan PPKS BENCANA | pemenuhan
(Pemerlu kebutuhan
Pelayanan dasar
Kesejahter
aan Sosial)
2) Perlindun | jumlah
Meningkat gan korban
nya Sosial bencana 10 090 11 090
jumlah Korban alam dan ah!l 10 000 al_lh 1
B | T s 503
paten/ 1 KALI,
Sumber Sosial kota yg , 70 44,088,000 70 PSKS, 44,088,000 70 60,767,780
Kesejahter Kabupate mendapat PSKS, 40 OT, 70 PSKS,
aan Sosial n/Kota perlindunga 40 0T, PMKS 40 OT,
(PSKS) n sosial 70 70
PMKS PMKS
Penangan 20
Khusus 10 000 11000 .
Bagi ahli ahli
Keimpok waris, ahll(i)\sggs waris, 1 g
Rentan 1 KALI 1 KALL KALI, A
, 70 44,088,000 70 PSKS’ 44,088,000 70 60,767,780 M
PSKS, 40 OT, 70 PSKS, PR
40 OT, ’ 40 OT,
70 PMKS 70 10
PMKS PMKS RI
TA
S
jumlah
warga yang
mendapatka 10.000 10.000 10.000
n santunan ahli 20,000,000 ahli 'waris 20,000,000 ahli 20,000,000
kematian waris waris
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jumlah

forum
keserasian
sosial dan 1 KALI 1,680,000 I KALI 1,680,000 I KALI 1,680,000
kearifan
lokal yang
dimonitoring
Jumlah
PSKS yang
mengikuti 1 kali 14,068,000 1 kali 14,068,000 2 kali 14,068,000
sarasehan
keserasian
sosial
jumlah
orang
terlantar 40 4,000,000 40 4,000,000 7,999,96 | 11 999,920
yang 0
mendapatka
n pelayanan
Jumlah
PMKS yang 70 4,340,000 70 4,340,000 8,679.93 | 13 019,860
mendapatka 0
n bantuan
Penyelen
ggaraan .
Pemberda jumlah
pemberdaya
yaan an
Masyarak
at masyarakat
terhadap
terhadap . h
P kesiapsiagaa
Kesiapsia
n bencana
gaan di
i
Bencana kabupaten
Kabupate P
n/Kota
Koordinas
i,
Sosialisasi 105 orang 106
ggg Ksana 2 kali 23,185,860 | ,3KSB,11 | 237,844,330 ‘I’('sa;gl’f 237,844,330 ?vf
. 9
an Taruna Kali Kali
Siaga
Bencana
jumlah
dapur umum
dan shelter 1 Kali 11,684,930 1 Kali 11,684,930 1 Kali 11,684,930
yang
difasilitasi
jumlah 105
taruna siaga 105 orang
bencana 1 Kali 11,500,930 | ,3 KSB,10 | 226,159,400 ‘I’{'sa;gl’g 226’1059’40
yang Kali i
difasilitasi Kali
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2)
Meningkat
nya
jumlah
dan Peran
Potensi
Sumber
Kesejahter
aan Sosial
(PSKS)

PROGRA Prosentase
M Taman
PENGELO | Makam
,Iliﬁﬁ,ﬂm z:‘::f:l’:“ ve 12 210,457,746 62% 340,000,000 65% 340’%"0’00
MAKAM
PAHLAW
AN
Pengelola | Jumlah
an Taman | pengelolaan
Makam Taman
Pahlawan Makam
Nasional | Pahlawan yg 12 210,457,746 62% 340,000,001 65% 340,000,00
Kabupate dikelola 1
n/Kota sesuai
standart
kemensos
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten

Lumajang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perubahan

RPJMD Kabupaten Lumajang 2018- 2023.

Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel Berikut:

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
S Kondisi Kinerja Kondisi
a pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
NO Indikator t RPJMD padg
u akhir
a Tahun Tahun Tahu Tahu Tahu Tahun Tahu periode
B 2017 2018 n n n 2022 “ RPJMD
2019 2020 2021 2023
(1) () 3) (4) (5) (6) (7) (8) )
Tujuan
Persentase Pemerlu
1 Pelayanan Kesejahteraan % 8,70 10,82 | 11,90 | 13,09 | 14.40 15.84 17,35 17,35
Sosial (PPKS) mandiri
Sasaran
Persentase PPKS yang 26.77 85
11 terpenuhi kebutuhan dasar % 26,73 ’ 26,75 75 80 83 85
2.1 | Persentase Peningkatan % 68,97 72,55 | 76 82 83 84 85 85
jumlah PPKS yang berperan
dalam penanganan PPKS
BAB VIII
PENUTUP

Renstra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2018-

2023 berfungsi sebagai Pedoman, Penentu Arah Kebijakan , Sasaran dan

1




Tujuan bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat
yang dituangkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Tahunan (Renja SKPD). Renstra sebagai Rangkaian Kegiatan yang bertujuan
untuk mendapatkan kejelasan arah maka dala, rencana tersebut dilakukan
analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah dan penyusunan
program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial yang mengacu
pada Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023.

Dengan  disusunnya Renstra perubahan ini diperlukan partisipasi,
semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten
Lumajang serta penguatan peran stakeholders untuk menentukan
keberhasilan dan evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah

disusun di dalam Rencana Kerja Tahunan.

Namun demikian, materi yang terkandung dalam dokumen ini
pelaksanaannya dapat ditinjau kembali, disempurnakan atau diadakan
perubahan khususnya pada rencana kegiatan apabila memang ada variabel
atau penyebab yang dirasa tidak mampu direalisasikan atau diprediksi dalam
batas waktu tertentu sesuai target yang ditetapkan, sehingga perlu
disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan yang ada serta
senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang. Masih
banyak kekurangan dalam penulisan/penyusunan Renstra Perubahan Dinas
Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 ini, untuk itu kritik dan saran
yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan Penyusunan

Perubahan Renstra ini, dan semoga bermanfaat di masa mendatang.

Ditetapkan di Lumajang pada
tanggal 29 November 2021
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Dra.DEWISUSIYANTI

NIP.19640617 199603 2 002



